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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual bukanlah hal yang mudah
untuk dilaksanakan. Implementasinya harus dilakukan secara hati-hati dengan perencanaan
dan persiapan yang matang dan terstruktur terkait dengan peraturan, sistem, dan Sumber
Daya Manusia (SDM). Keberhasilan penerapan SAP Berbasis Akrual sangat diperlukan agar
pemerintah mampu menghasilkan laporan keuangan yang lebih transparan dan lebih
akuntabel yang salah satunya dengan melakukan pengembangan kebijakan akuntansi
pemerintah berupa standar akuntansi pemerintah (Andika, 2018).

Pemerintah yang transparan dan akuntabel dibuktikan dengan adanya Operasi
Tangkap Tangan (OTT) pada beberapa pemerintah daerah pada tahun 2018 oleh KPK
denganmengungkapkan korupsi yang dilakukan oleh 28 kepala daerah. Hal ini sejalan dengan
penelitian Sedianingsihet al.,(2020)yang menyatakan Kebanyakan pemerintah daerah tidak
bisa menerapkan sistem akutansi keuangan daerah dengan baik sehingga mudah dilakukan
manipulasi laporan keuangan pemeritah daerah. Manipulasi laporan keuangan biasanya
dilakukan dalam bentuk Lapping Seperti dimana utang proyek tahun ini dibayar dengan
APBD tahun berikutnya, yang sebenarnya dalam pengelolaan keuangan daerah ada aturan
bahwa tidak boleh melakukan kegiatan jika tidak ada anggarannya.

Penerapan SAP dapat mempermudah entitas-entitas dan Badan Pemerintah baik Pusat
maupun Daerah dalam menyusun laporan akuntansi yang mengikuti pedoman pada standar
akuntansi ini sehingga dalam Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang nantinya
akan dijadikan faktor penentu kebijakan keuangan dan sebagai alat pengambilan keputusan
oleh pihak yang berkepentingan dan mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

dari BPK (Erna, 2020).Fenomena mengenai laporan keuangan sangat menarik untuk dikaji



lebih jauh. Kenyataannya di dalam laporan keuangan pemerintah daerah masih banyak
disajikan data yang tidak sesuai dan tidak mengikuti prinsip akuntansi yang berterima umum.
Seperti dalam opini dari BPK yang dilihat dari website BPK Jawa Tengah menyatakan :
1. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten selama tujuh tahun terakhir
yaitu tahun 2012-2018 mendapat opini WTP sebanyak tiga kali yaitu pada tahun
2014, 2015, dan 2018
2. Pada pemeriksaan LKPD Kabupaten Klaten tahun 2016 dan 2017 BPK memberikan
opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada Laporan Keuangan Pemerintah
Kabupaten Klaten, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Klaten TA 2017 menyebutkan salah satu penyebab kegagalan
itu lantaran tidak sesuai dengan penyajian laporan saldo Bantuan Operasional
Sekolah (BOS). Laporan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dinilai tak valid
sehingga Pemkab Klaten kembali meraih opini wajar dengan pengecualian (WDP).
Ketidakkonsisten Isiannya penilaian pada Pemkab Klaten atas opini BPK RI untuk Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) menjadi pertanyaan besar apakah yang terjadi dalam
Pemerintahan Daerah Kabupaten Klaten, hal itu menggambarkan bahwa laporan keuangan
pemerintah daerah Kabupaten Klaten masih banyak terdapat kesalahan serta belum adanya
peningkatan terhadap pengelolaan dan peningkatan terhadap pengelolaan dan penyajian
laporan keuangan pemerintah Kabupaten Klaten untuk periode berikutnya agar laporan
keuangannya di tahun yang akan datang bisa mendapat opini audit WTP. Jadi, banyak
laporan keuanganyang mendapatkan opini tidak wajar dan disclameir (tidak menyatakan
pendapat), karena dalam penyajiannya belum sesuai dengan standar yang diterapkan dan
belum memenuhi kelengkapan yang telah ditentukan serta kurangnya bukti-bukti transaksi

yang ditemukan (Wati, 2014).



Salah satu kunci penting dalam pengelolaan keuangan negara tersebut adalah terkait
dengan sistem akuntansi pemerintahan Indonesia yaitu dengan melakukan pengembangan
kebijakan akuntansi pemerintah berupa standar akuntansi pemerintahan (SAP) yang bertujuan
untuk memberikan pedoman pokok dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan
pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Perubahan yang sangat
mendasar dalam Standar Akuntansi Pemerintahan yang baru (2010) dibandingkan dengan
SAP (2005) adalah diterapkannya SAP full accrual basis yakni mengakui pendapatan, beban,
aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan (Jayanti, 2018). Mengakui pendapatan, belanja, dan
pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang telah ditetapkan
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD). Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam hal ini merupakan
bagian dari pemerintah yang melaksanakan fungsi dalam menyusun laporan keuangan, oleh
karena itu setiap OPD harus menyusun laporan keuangan sebaik mungkin.

Pemerintah melalui implementasi standar akuntansi berbasis akrual dituntut dapat
menyajikan kualitas laporan keuangan yang baik dan bermanfaat untuk mengetahui efisiensi
dan efektifitas pelayanan publik yang disediakan, manajemen dan pengendalian aset negara,
perencanaan, penyusunan program dan anggaran. Informasi keuangan sektor publik yang
berkualitas akan mengurangi kesenjangan informasi antara pemerintah dengan masyarakat
dan stakeholder lain atas penggunaan dan alokasi keuangan negara. Standar akuntansi
berbasis akrual diharapkan dapat meningkatkan relevansi, ketepatan waktu, kelengkapan dan
laporan keuangan pemerintah sebagai bagian dari upaya peningkatan tata kelola sektor publik
yang lebih baik (Jantong, 2018)

Salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk memperbaiki tata kelola pemerintah
dilakukan dengan cara meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan

negara, yaitu dengan melakukan pengembangan kebijakan akuntansi pemerintah berupa



Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang mempunyai tujuan untuk memberikan suatu
pedoman dasar dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah pusat maupun
pada tingkat daerah. SAP merupakan pedoman yang nantinya akan membantu meningkatkan
kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia (Permana dan Wiratmaja, 2016).

Dalam konteks organisasi pemerintah, akuntanbilitas publik adalah pemberian
informasi atas aktivitas dan kinerja financial pemerintah kepada pihak-pihak yang
berkepentingan dengan laporan tersebut. Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama
dari reformasi sektor publik. Penelitian yang dilakukan Muhajir et al.,(2020) menyatakan
Akuntabilitas juga bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan
pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
sebelumnya melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara. Pemerintah
pusat maupun daerah harus dapat menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka
pemenuhan hak-hak publik, yaitu hak untuk mengetahui dan memperoleh informasi dan di
dengar aspirasinya.

Penerapan  sistem akuntansi  berbasis akrual ~merupakan proses yang
berkesinambungan dan terpadu. Dampak yang dihasilkan dari penerapan sistem ini tidak
dapat dilihat dalam waktu yang singkat. Pemahaman tentang faktor-faktor yang
mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam pengenalan sistem akuntansi yang baru,
khususnya pada konteks pemerintahan adalah penting. (Kusuma, 2013)

Perubahan standar akuntansi pemerintah menuju basis akrual akan membawa
dampak/implikasi walau sekecil apapun. Perubahan menuju arah yang lebih baik ini bukan
berarti hadir tanpa masalah. Pertanyaan prokontra mengenai siap dan tidak siapkah
pemerintah daerah mengimplementasikan SAP berbasis akrual ini akan terus
timbul.Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual

membawa perubahan besar dalam sistem pelaporan keuangan di Indonesia, yaitu perubahan



dari basis kas menuju akrual menjadi basis akrual penuh dalam pengakuan transaksi
keuangan pemerintah (Nurhasniwati et al.,2020)

Perubahan basis tersebut selain telah diamanatkan oleh paket Undang-Undang
Keuangan Negara, juga diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh atas posisi
keuangan, menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban, dan
bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja (Lamonisi, 2016). Penerapan basis akrual dalam
akuntansi pemerintahan diatur oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 tahun
2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 64 tahun 2013 dan mulai
berlaku pada tanggal 1 januari 2015 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
213/PMK.05/2013. Dalam penerapan basis akrual dalam belum sepenuhnya dapat dijalankan
karena tidak semua anggota instansi pemerintahan memahami pencatatan laporan keuangan
berbasis akrual dan tidak semua memiliki pendidikan akuntansi (Rosyadi dan Mulyani,
2017).

Penerapan basis akuntansi akrual dipandang sebagai bagian reformasi manajemen
keuangan dan birokrasi, reformasi yang perlu digalakkan oleh aparat pemerintah, khususnya
Departemen Keuangan yang menjadi barisan paling depan dalam menerapkan sistem
akuntansi pemerintah berbasis akrual. Kementerian-kementerian lain dalam birokrasi penulis
yakin akan segera mengikutinya, sepanjang perubahan tersebut akan menyebabkan ke arah
budaya organisasi yang lebih akuntabel. Hal ini dapat terlihat dari minat mereka pada saat
ikut serta dalam program pendidikan dan pelatihan di bidang akuntansi pemerintah pada saat
Departemen Keuangan melaksanakan program percepatan akuntabilitas keuangan pemerintah
yang dimulai sejak tahun 2007 untuk Organisasi di Kementerian Keuangan dan mulai tahun
2008 untuk Organisasi di kementerian lain diluar Depertemen Keuangan. (Iznillah, 2015).
Perubahan standar akuntansi pemerintah menuju basis akrual akan membawa

dampak/implikasi positif. Perubahan menuju arah yang lebih baik ini bukan berarti hadir



tanpa masalah. Pertanyaan prokontra mengenai siap dan tidak siapkah pemerintah daerah
mengimplementasikan SAP berbasis akrual ini akan terus timbul.

Melihat hal tersebut,Keberhasilan pemerintah daerah bisa dilihat bagaimana Sumber
daya manusia (SDM) memerankan peran penting dalam menentukan keberhasilan penerapan
SAP. Adanya perbedaan antara SAP Berbasis Kas dan SAP Berbasis Akrual membuat peran
sumber daya manusia menjadi vital. Ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia di
bidang akuntansi pemerintahan tentunya sangat dibutuhkan oleh pemerintah. Ardiansyah
(2012) menunjukan bahwa semakin tinggi kualitas sumber daya manusia yang ada di sebuah
OPD maka semakin siap pula sumber daya manusia tersebut untuk dapat menerapkan Standar
Akuntansi Pemerintah berbasis akrual. Maka dari itu harus dipastikan pengelolaan sumber
daya manusia dilakukan sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal
dalam upaya pencapaian tujuan organisasi.

Sumber daya manusia memiliki korelasi yang kuat sebagai faktor yang mempengaruhi
Keberhasilan penerapan pemerintah daerah dalam implementasi sistem akuntansi berbasis
akrual (Permana & Wiratmaja, 2016). Sedangkan hasil yang berbeda ditemukan Widyastuti
(2015) bahwa Keberhasilan pemerintah Kabupaten Gianyar dilihat dari kualitas sumberdaya
manusia belum sepenuhnya menguasai basis akrual karena dalam menggunakan sistem
informasi manajeman daerah masih perlu dilakukan pelatihan- pelatihan cara
pengaplikasiannya.

Faktor selanjutnya yang tidak kalah penting adalah perangkat pendukung, teknologi
informasi berupa hardware dan software yang memadai dalam pelaksanaan SAP berbasis
akrual. Ketersediaan komputer (hardware) dan program akuntansi pemerintahan (software)
akan sangat membantu OPD dalam melaksanakan tugasnya dan dalam menerapkan SAP
Memasuki era modernisasi pemerintah dan swasta mulai menggunakan komputer dalam

melakukan pekerjaannya. Hal ini tidak berlebihan karena dengan penggunaan komputer,



efektifitas dan efisiensi kerja mengalami peningkatan. Pemerintah dalam melakukan
pelaporan keuangan juga sudah menggunakan berbagai aplikasi program yang ditawarkan
untuk mempermudah dalam membuat laporan keuangandan dengan adanya ini, maka
diyakini akan mempermudah OPD dalam menyiapkan laporan keuangan sesuai dengan SAP
Berbasis Akrual.

Hasil penelitian Tyas et al.,(2017) menunjukan perangkat pendukung yang terdapat di
setiap instansi pemerintah kota Bandung telah memadai. Dengan adanya kesesuaian software
akuntansi berbasis akrual dengan spesifikasi yang dibutuhkan, perangkat lunak yang
digunakan legal atau tidak bajakan,serta terdapat pengendalian terhadap sistem keamanan
antivirus yang selalu di-update setiap waktu untuk mencegah terjadinya kerusakan atau
kehilangan data keuangan. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh
Kristyono et al.,(2013) yang menyatakan bahwa perangkat pendukung yang memadai
berpengaruh positif dan dapat meningkatkan keberhasilan pengelolaan keuangan daerah
berdasarkan standar akuntansi pemerintah. Semakin memadai perangkat pendukung pada
sektor pemerintahan, maka dalam mengimplementasikan SAP berbasis akrual semakin baik.
Namun hasil penelitian Langeloet al.,(2015) hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa
pemerintah kota bitung belum menerapakan PP No.71 tahun 2010,hal ini dikarenakan
terkendalanya Keberhasilan perangkat pendukung yang belum memadai.

Setelah Perangkat Pendukung Faktor selanjutnya yang terindikasi mempengaruhi
keberhasilan penerepan SAP adalah penerapan sistem pengendalian intern. Meskipun
pemerintahan memiliki seperangkat perundangan dan peraturan mengenai pengelolaan
keuangan yang memadai, pelaksanaan pengelolaan keuangan negara tersebut masih rentan
terhadap penyimpangan dan penyalahgunaan uang publik. Salah satu bagian di dalam sistem
informasi akuntansi yang menunjang kelancaran kerja sistem informasi akuntansi tersebut

adalah pengendalian internal (internal control). Tercapainya pengendalian internal yang baik



tentu saja akan meningkatkan produktivitas serta kinerja para karyawan (Gitayani, 2015).

Sistem pengendalian internal terimplementasi melalui tata cara anggota organisasi
dalam melakukan pekerjaan dengan berpedoman pada aturan-aturan serta standar yang
ditetapkan organisasi pemerintah khususnya standar pelaporan keuangan berbasis akrual.
Dengan adanya sistem pengendalian internal yang terkoordinasi dengan baik diikuti
keinginan dan konsistensi seluruh anggota dalam mengikuti aturan-aturan yang diterapkan
SPI maka implementasi pelaporan keuangan berbasis akrual akan semakin baik khususnya
dalam sistematika laporan yang dibuat karena salah satu tujuan utama dari penerapan SPI
adalah reabilitas pelaporan keuangan sehingga laporan yang dibuat dapat berkualitas sebaik
mungkin sesuai aturan yang berlaku.

Dukungan organisasional dalam mengimplementasikan sistem baru sangat dibutuhkan
oleh pengguna sistem informasi. Dukungan tersebut dapat beberapa pemberian fasilitas dan
pemberian pelatihan-pelatihan baik internal maupun eksternal sebagai bentuk komitmen
organisasi yang mendukung proses perubahan dan mempermudah pelaksana untuk
memahami dan mempelajari sistem baru. Apabila dukungan organisasi untuk berubah
dirasakan oleh individu tinggi maka meningkatkan manfaat yang dipersepsikan oleh
pengguna terutama waktu dan usaha yang diperlukan untuk mempelajari cara kerja sistem
informasi akuntansi yang baru (Sylvian Veronica, et al., (2015)). Berdasarkan hasil penelitian
sebelumnya Fadelemoula (2018), suatu organisasi yang mengadopsi suatu sistem harus
diperhatikan faktor pelatihan, karena pelatihan berpengaruh terhadap implementasian suatu
sistem. Dukungan politik dari pimpinan dan para pengambil keputusan karena dalam
pemerintahan dukungan yang kuat dari pimpinan merupakan kunci keberhasilan dari suatu
perubahan.

Untuk mencapai tujuan yang diharapkan, maka pengendalian internal terhadap situasi

baru pada suatu entitas membutuhkan dukungan organisasional. Perubahan ke sistem



informasi baru berimplikasi pada peribahan mekanisme kerja baru yang membutuhkan
panduan dan sumber daya yang mempelajarinya. Dukungan organisasional terhadap
perubahan dapat dilakukan melalui beberapa mekanisme misalnya pemberian panduan,
pelatihan, dan menyediakan sumber daya berupa biaya-biaya akan mempengaruhi reaksi
pengguna kepada perubahan atas implentasi sistem informasi yang baru ( Syifa & Sony,
2014)

Penerapan akuntansi berbasis akrual pada Pemerintah Provinsi Jawa tengah
berdampak antara lain pada adanya perubahan regulasi tentang kebijakan akuntansi yang
mengalami revisi, terjadi restatement neraca Organisasi Perangkat Daerah (OPD), perubahan
sistem dan prosedur pelaksanaan APBD serta sistem informasi akuntansi, dalam regulasinya,
setiap Organisasi Pemerintah Derah (OPD) diwajibkan menyelenggarakan akuntansi atas
transaksi-transaksi pendapatan, belanja, aset, kewajiban dan ekuitas dana serta menyusun
laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan (Teguh Erawatia, Danang
Kurniawan, 2018)

Teori institusional merupakan teori yang relevan dengan penerapan SAP berbasis
akrual. Penerapan SAP berbasis akrual sesuai dengan salah satu bentukan institusional, yaitu
coersif isomorphis yang menunjukkan bahwa organisasi mengambil beberapa bentuk atau
melakukan adopsi terhadap organisasi lain karena tekanan-tekanan negara dan organisasi lain
atau masyarakat yang lebih luas. Implementasi SAP berbasis akrual merupakan wujud dari
kepatuhan terhadap amanat perundang-undangan yang berlaku bagi organisasi pemerintahan.
Aturan formal, prosedur, dan standar prosedur operasional tersebut dapat diperoleh dari
unsur-unsur dan aturan yang ada pada SAP berbasis akrual. Penggunaan SAP berbasis akrual
berkaitan dengan penerapan prinsip-prinsip pada teori New Public Management (NPM) yang
merupakan salah satu ciri dari praktik manajemen keuangan modern sektor publik. Hal

tersebut karena tujuan dari penerapan SAP berbasis akrual merupakan bagian dari penerapan
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prinsip-prinsip NPM. Teori NPM lahir untuk melengkapi kelemahan dari teori institusional
yang masih menggunakan model kebijakan publik tradisional. Oleh karena itu, teori
institusional dan teori NPM adalah teori yang saling mengisi untuk menerapkan kebijakan
publik yang lebih baik.

Penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh
Alfonsus Jantong (2018), Tyas Ninditha Arih, Sri Rahayu, Annisa Nurbait (2017), Andika
Yulianto (2018) dan Sedianingsih, Yunita eka, Rizky amalia (2020) dengan menambah dua
variabel yaitu sistem pengendalian intern dan dukungan Organisasional. Penggabungan ini
dimaksudkan untuk dapat memahami tentang Keberhasilan pemerintah daerah terhadap
penerapan SAP akrual dan dapat memberikan jawaban atau solusi atas permasalahan
fenomena penerapan SAP akrual yang dihadapi oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil
judul  “PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, PERANGKAT
PENDUKUNG, SISTEM PENGENDALIAN INTERN, DAN DUKUNGAN
ORGANISASIONAL TERHADAP KEBERHASILAN PENERAPAN STANDAR
AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL(Studi Empiris Organisasi Perangkat

Daerah Kabupaten Klaten)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut sehingga
merumuskan masalah sebagai berikut :
1.Apakah Kompentensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Keberhasilan
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual ?
2.Apakah Perangkat Pendukung berpengaruh terhadap Keberhasilan Penerapan Standar

Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual ?
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4.Apakah Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadapKeberhasilan Penerapan Standar
Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual ?
5.Apakah Dukungan Organisasional berpengaruh terhadap Keberhasilan Penerapan Standar

Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas penelitian ini bertujuan :
1. Menguji dan Menganalisis Pengaruh Kompentensi Sumber Daya Manusia terhadap
Keberhasilan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual
2. Menguji dan Menganalisis Pengaruh Perangkat Pendukung terhadap Keberhasilan
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual
3. Menguji dan Menganalisis Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Keberhasilan
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual
4. Menguji dan Menganalisis Pengaruh Dukungan Organisasional terhadapKeberhasilan

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual

1.4 Manfaat Penelitian
Berdasarkan tujuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada
berbagai pihak antara lain :
a. Manfaat Teoritis
Memberikan bukti untuk memperkuat hasil penelitian sebelumnya dan menjadi
dasar dalam kajian berikutnya serta menambah wawasan dan pengetahuan
pembaca dikalangan akademis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi
Keberhasilan implementasi SAP Berbasis Akrual.

b. Manfaat Bagi Pemerintah:
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Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi
Pemerintah dalam mengambil kebijakan-kebijakan tentang cara yang terbaik dalam
mengimplementasikan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual.

Bagi Peneliti:

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan dan memperluas pengetahuan serta
wawasan mengenai Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual.

Bagi Penelitian Selanjutnya:

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan acuan untuk melakukan
penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya penelitian mengenai faktor — faktor
yang mempengaruhi Keberhasilan Pemerintah Daerah dalam

mengimplementasikan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual.

1.5 Sistematika Penulisan
Suatu karya ilmiah memerlukan sistematika dalam penulisan yang baik, teratur dan

terperinci. Berikut adalah sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan
Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah,
perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,sistematika
penelitian.

BAB II: Tinjauan Pustaka
Berisi tentang landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka
pemikiran dan pengembangan hipotesis.

BAB IlII: Metode Penelitian



BAB IV:

BAB V:
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Berisi tentang desain penelitian, populasi, sampel dan teknik
pengambilan sampel, data dan sumber data, definisi operasional dan
variabel, metode analisis yang digunakan.

Analisis Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini akan diuraikan tentang deskripsi objek penelitian,
analisis, dan pembahasan hasil penelitian.

Penutup

Sebagai bab terakhir dari peneitian ini akan diuraikan simpulan

yang merupakan penyajian singkat apa yang diperoleh dalam
pembahasan. Dalam bab ini juga dimuat saran-saran dan batasan

berdasarkan hasil penelitian.



